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AUDIT LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN
PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN

Irwansvah*

ABSTRACT

‘= environment audit was volunteerilly applicd in the United
o =7 - wnz later progress. this rule is also applied in Indonesia with the
.~ .52 which is further regulated in Environmental Act 1997, As an
-+~ :m1 management, this environment audit is expected to be a pteventive
< - =21 a proactive attitude in avoiding the damage and pollution in
- 4. . -2z of law instrument, an environmental audit can be the hope in law

- " roe corporate responsibililty or activity in order to take steps in
Wit he environment requircments.

Foz wumoo Audit Lingkungan, Penegakkan Hukum.

L.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pengelolaan
lingkungan hidup pemerintah ber-
kewajiban untuk mengembangkan
dan menerapkan perangkat vang
bersifat pre-emtif, preventf, dan
proaktif, agar penurunan daya
dukung dan daya tampung ling-
kungan hidup sebagaimana diatur
menurut Pasal 10 huruf e Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UUPLH) dapat dicegah.
Bahkan ketentuan Pasal 28 ayat
(1) UUPLH mengatur bahwa pe-
merintah mendorong penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan un-
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tuk melakukan audit lingkungan
hidup.

Audit lingkungan merupakan
salah satu faktor yang sangat pen-
ting dalam melaksanakan pemba-
ngunan berkelanjutan (sustainable
development), Pentingnya kedu-
dukan audit lingkungan dikemu-
kakan pula oleh Grant Ledger-
wood et al. (dalam Djayaputra,
2005:41):

Environmental audit s a new
element in corporate strategy. It
is the natural eoutcome of a
growing environmental aware-
ness which began in the 19605
and has culminated in the 1990s
with the understanding that is
then responsibility of every firm
and individual to  contribute
towards the solution of global
envirommental issues.
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rowards the solution of global

environmental (syues.

Sehubungan dengan peranan
audit lingkungan dalam pembaha-
ruan hukum menuju terwujudnya
pembangunan berkclanjutan (sus-
taimable development), George H.
de Berdt Romily (dalam Hardja-
socmantri, 2000: 15-16) mengata-
kan bahwa hukum termasuk ins-
rumen yang amat penting untuk
mewujndkan kebijakan lingkung-
an dan program pembaharuan hu-
kum lingkungan untuk memberi-
kan kerangka hukum bagi pemba-
ngunan berkelanjutan.

Di dulam perkembangan pene-
rapannya, di Amerika  Serikat,
audit lingkungan tampak merupa-
kan salah satu pirant penegakkan
hukum yang oleh kalangan indus-
trialis ditanggapi dengan positif.
Badan Perlindungan Lingkungan
Amerika Serikat (US EPA) memi-
liki kepercayaan penuh bahwa
audit lingkungan merupakan pi-
ranti penaatan yang efektif, sc-
hingga secara kasusistis audit
lingkungan tidak hanya dapat di-
lthat scbagai upaya yang bersifat
sukarela (voluntary) dari perusa-
haan, tetapi juga sebagai hal vang
wajith  (mandatory)  (Santosa,
1995: 163).

Pengalaman Amerika Secrikat
menunjukkan bahwa latar bela-
Kang pendayagunaan audit ling-
kungan didorong oleh semakin
meningkainya pelaksanaan dan
upaya penegakkan hukum ling-

iI.

kungan, sehingga badan-badan
usaha sendiri merasa perlu untuk
memastikan sudah atau belumnya
mercka menaati ketentuan dan
persyaratan lingkungan.

PERMASALAHAN
Di Indonesia audit lingkungan
masih  menjadi persoalan, ter-

utama kaitannys dengan penegak-
kan hukum lingkungan. Karena
Itu permasalahannya adalah sebe-
rapa penting audit lingkungan
bagi pencgakkan hukum ling-
kungan di Indonesia?

ULKEBIJAKAN GLOBAL

AUDIT LINGKUNGAN

Di bawah inji terdapat bebe-
rapa pandangan mengenat arti dan
kedudukan penting  audit ling-
kungan. Berdasarkan Environ-
mental  Protection  Act (EPA),
definisi audit lingkungan adalah:

As a systematic, documented,
periodic, and objective review bv
a regulated entity of facility
operations and practices related
fo meeting  environmmental  re-
qlitrements.

Rumusan definisi di atas me-
netapkan bahwa audit lingkungan,
di dalamnya, meliputi kajian sis-
tematis, terdokumentasi dan dilak-
sanakan secara periodik oleh pe-
laksana kegiatan usaha terhadap
fasilitas dan praktik kegiatannya



agar  memenuhl  persvaraan-
persyaratan hngkungan  Sirtosd
2001: 281}

Gramt Ledgerw ool 27 20 me-
nguraikan keduZosan tenung dart
audit lingxanzan s

Erroce v nl Il Iyo@ hew
) CorrLomane strategy. It
ozl wcome of a
o2 oo ommental aware-
- ~ozan in the 1960s
einated in the T990s
- Lnlorstanding that is the
crmomcenin of every firm and
- I 2.ul o contribute towards
- colion of global environ-
-. =z issues (Radjagukguk &
~oarandy, 2001: 411)

Baram and Dillon juga me-
= zemukakan pendapatnyi:

While compliance continues 1o
be important concern, many
firms are already locking for was
of wrning this threatr into and
apportunity by making improved
environmentul performance in
both their operations and their
products, a source of competitive
advantage. By reporting publicly
on their efforts, they seek to turn
liabiliry ‘fear factors’ into busi-
ness opportunities. (Radjaguk-
guk & Khairandy, 2001: 413).

Berdasarkan uraian di atas, da-
pat dikatakan bahwa audit ling-
kungan tidak dapat dipisahkan
dari sistemn manajemen lingkung-
an sebagaimana dimaksudkan da-

AUDIT LINGKUNGAN
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lam International Standard Or-
ganizatiton (1S0Q) 14000.

Dengan audit itu, seperti dite-
gaskan oleh Darin G. Childers,
diharapkan akan diketahui tiuk-
titik kelemahan dan usaha-usaha
perbaikannya  (Radjagukguk &
Khairandy, 2001: 413).

Berdasarkan pandangan  dan

kedudukan penting aundit ling-
kungan tersebut di atas, Santosa
(Santosa, 2001: 281) menyimpul-
kan bahwa audit lingkungan da-
pat dikategorikan ke dalam 3
(tiga) jenis audit, yaitu:
1. Audit Penataan (regulatory
compliance audit). Audit Pra-
nata merupakan audit ling-
kungan yang terbatas pada
pemeriksaan status penaatan
perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan ling-
kungan atau diistilahkan regu-
latory status check.
Audit sistem manajemen ling-
kungan {environmental mana-
gement system audit). Audit
sistem manajemen lingkungan
dimaksudkan untuk membantu
pelaksana kegiatan atau pihak
manajemen memahami kela-
yakan serta ecfektifitas dari
sistemn organisasi dan manaje-
men fingkungan.

3. Audit penilaian risiko total
{total  environmmental  risk
audit). Audit ini bertujuan un-
tuk memberikan pemahaman

o]



ERN HUKLM NO.3/TIL 14/MET 2007

bagi manajemen perusahaan

tentang potensi dan tingkat

risiko lingkungan dari suatu

kegiatan. Audit ini dilakukan

melalui  penilaian  terhadap

akibat dan praktek terdahulu

Ypast activiries), kegiatan yang

sedang berjalan (current prac-

tices), maupun aktivitas yang

akan datang {furure activities}.

Mungkin hanya scdikit negara
vang mengatur audit  bersifat
wajib {mandatory audit) di dalam
peraturan lingkungan hidupnya.
Audit  wapb di sini bersifat
pengecualian dari yang bersifat
audit sukarela (voluntary audir)
dengan mendasarkan pada kri-
teria umum ketidakpatuhan. Se-
cara idcal voluniary audir, se-
benarnya, merupakan audit yang
paling efcktit dibandingkan de-
ngan audit yang bersifat wajib.
Audit ini tentunya dilakukan ka-
rena kesadaran manajemen peru-
sahaan lebih berpotensi mem-
buahkan hasil yang optimal
sehingga kinerja lingkungannya
pun akan bersifat  optimal.
Sebaliknya, pada  mandatory
audit, belum tentu dilakukan atas
dasar kesadaran penuh  untuk
memperbaiki kinerja lingkungan,
bahkan unsur public relations
dapat lebih dominan dibanding-
Kan dengan kesungguhan untuk
mengendalikan  dampak  ling-
kungan. Olch karena itu, dalam
audit wajib diperlukan penga-
wasan - mutu (quality control)

«<»

yang ketat pada saat praaudit,
proses pelaksanaan audit, serta
pasca audit (Santosa, 2001: 284).

Terdapat dua hal penting ten-
tang audit lingkungan yang me-
nimbulkan perbedaan pendapat.

Pertama. informasi atau hasil-
hasil dari audit lingkungan, apa-
kah informasi itu semata-mata
untuk kepentingan atau keperiuan
badan usaha yang bersangkutan,
atau informasi itu bersifat terbuka
untuk siapa saja yang ingin
mengetahuinya. Kalangan dunia
usaha, seperti tercermin dari
sikap ICC berpendapat bahwa
informasi audit lingkungan hanya
untuk kepentingan badan usaha
yang bersangkutan dan tidak
dipergunakan untuk tujuan-tujuan
lain, misalnya untuk upaya
penuntutan atau gugatan oleh
pthak lain,

Di Amerika Serikat, menurut
John Elkington, munculnya ke-
Khawatiran dunia usaha akan sifat
keterbukaan informasi audit ling-
kungan disebabkan oleh semakin
luas dan meningkatnya upaya
penegakan hukum lingkungan ke-
pidanaan yang dapat menjadikan
unsur pimpinan sebagai terdak-
wa, (Takdir Rakhmadi, 2003:
124).

D1 Amerika Serikat, berdasar-
kan Policy Statement 51 Fed.
Reg. 25004 (july 9, 1986), EPA
berwenang memperoleh laporan
audit lingkungan atan bagian-
bagian dari laporan aundit ling-



kungan jika hal 1t dianggap
perlu. Ketentuan tersebut  tidak
menyebutkan adanya hak dari
pihak-pihak lain atau masyarakat
pada umumnya untuk memper-
oleh aksds informasi tentang
audit lingkungan suatu badan
usaha swasta. Akan tetapi, policy
stafement itu menegaskan bahwa
instalasi-instalasi  milik  peme-
rintah federal tunduk pada The
Freedom of Information Act yang
mengakul  atau  memberi  hak
kepada masvarekat publik),

Kelza meangenal kemandirian
Jerno ZNS1N00 0 atau orang-orang
—=sl:xsanakan audit, bahwa
-zo o azdit lingkungan  dapat
~zzs:7ur objektif harus dikerjakan
~.27 enaga-tenaga luar atau para
xonsultan atau  dikerjakan oleh
karvawan yang bukan bertang-
cung jawab atas kegiatan produk-
si tetapt memiliki kemampuan
atau kecakapuan sebagai auditor
lingkungan.

Suatu perkembangan menarik
di Amerika Serikat, Kanada, dan
Eropa adalah munculnya praktik
berupa pensertifikatan (certifica-
tion) dan pembakuan praktik
audit lingkungan (auditing stan-
dards). Jika gejala menarik ini
dikaitkan dengan kecadaan di
Indonesia, tampak bahwa gejala
seperti itu belum dipraktikkan,
terutama Kkarcna praktik audit
lingkungan masih baru pada

AUDIT LINGKUNGAN
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tahap pengenalan kepada dunia
usaha,

Policy  Statement EPA  me-
ngatur bahwa terdapat 5 (lima)
persyaratan vang harus dipenuhi
agar audit lingkungan sebagai
piranti manajemen lingkungan
internal pada sebuah badan usaha
dapat berfungsi secara efekiif,
vaitu:

Pertama, adanya dukungan
dari unsur pimpinan badan usaha
bagi pelaksanaan audit lingkung-
an. Selain ity, adanya komitmen
unsur pimpinan untuk menindak-
lanjuti setiap hasil temuan dan
tim audit. Tindak lanjut tersebut
berupa langkah-langkah perbaik-
an terhadap praktik manajemen
yakni terwujudnya manajemen
yang berwawasan lingkungan.

Kedua, kemandirian dan keob-
jektifan para auditor. Kedudukan
organisasi auditor harus menja-
min terlaksananya penelusuran
dan pengamatan terhadap praktik
manajcmen yang berjalan objek-
tif. Kemandirian auditor juga
terwujud bilamana para auditor
dapat  melakukan  pengujian-
pengujian secara objektif dan
bebas  dari hambatan-hambatan
internal.

Ketiga, kecakapan auditor
lingkungan. yakni mereka harus
memiliki pengetahuan dan ke-
terampilan untuk mencapai sasar-
an audit lingkungan. Para auditor
harus terus menerus mening-
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katkan  kecakapannya melalui
pelatihan dan pendidikan,

Keempat, sasaran dan ruang
lingkup dari audit lingkungan ha-
rus jelas. Setidak-tidaknya sasar-
an yang harus dicapai adalah
mehilai kepatuhan atau ketaatan
terhadap persyaratan-persyaratan
lingkungan yang ditetapkan oleh
pejabat  yang  berwenang, tala
laksana  manajemen, program-
program latihan, dan personalia
untuk lercapainya ketaatan yang
berkesinambungan. Akan tetapi,
sasaran audit lingkungan mung-
Kin juga Icbih dari sekadar upaya
penaatan terhadap ketentuan yang
drtetapkan olch pemerintah.

Kelima, dengan metode dan
proses pengumpulan, pengana-
lisaan, interpretasi dan pendoku-
mentasian informasi, penyusunan
laporan yang lugas dan jelas ten-
fang tcmuoan-temuan  awdit, tin-
dakan korektif dan jadwal imple-
mentasiinya.

IV.KEBIJAKAN AUDIT LING-

KUNGAN DI INDONESIA

Pada tahun 1993, Mcnteri Ne-
gara Lingkungan Hidup, Sarwono
Kusumaatmadja mendorong  di-
berlakukannya kebijakan nasional
penegakan dan penaatan ling-
kungan yang tidak melulu meng-
andalkan  pendekatan  command
and control (Atur Dan Awasi atau
ADA) namun juga secara seim-

bang mengembangkan upaya pe-
naatan secara sukarela (voluntary
compliance) atau pendckatan Atur
Diri Sendiri (ADS),

Pendekatan kombinasi inilah
yang kemudian diistilahkan de-
ngan pendekatan stick and carrot
oleh Santosa (Santosa, 2001:
282). Kebijakan baru vang meng-
kombinasikan kedua hal tersebut
dipengaruhi olch beberapa per-
timbangan, khususnya pelajaran
yang didapat sclama kurang lebih
19 (sembilan bclas) tahun melak-
sanakan UULH dan UUPLH
(sebagar penggantinya). Imple-
mentasi  pendekatan  atur  dan
awast (ADA) dengan mengan-
dalkan daya paksa dalam prak-
tiknya seringkali mengalami ham-
batan serta kendala yang ber-
sumber pada lemahnya sistem
penegakan hukum lingkungan dj
Indonesta. Model pendekatan ini
Juga sangat memerlukan pcran
dominan pemerintah, scmentara
pemerintah sendiri tidak memiliki
sumber daya yang cukup dan
tidak memiliki kultur birokrasi
yang mendukung pcmerintahan
yang bersih. Kedua faktor tersebut
di atas yang menjadikan penegak-
kan hukum lingkungan yang
selama ini bertumpu pada pende-
katan ADA tidak membuahkan
hasil yang memadai.

Soemarwoto memberi  reaksi
terhadap pendekatan ADA yang
dipandangnya mengalami kcga-
galan. Atas dasar itu perlu dicari



pendekatan  alternatif  yang  ber-
tumpu pada pemberdayaan ma-
syarakat melalui pengaturan sikap
dan kelakuannya sendiri (Soemar-
woto 2001: 107-109). Karena itu,
maka terbentukiah sistem penge-
lolaan Atur-Diri-Sendiri  (ADS).
Makna pendckatan ADS ini ialah
tanggung jawab menjaga kepatuh-
an dan penegakan hukum lebih
banyak ditanggung oleh masyara-
kat. demgan mengurangl atau
meminimalkan pengawasan oleh
poImernian.

Dare  wenunmukkan  perkem-
~.mzan oostii bahwa sejak dike-
irxznmha Kempan tahun 1994
oo i, beberapa industri telah
~—zzxuxan  audit  lingkungan.
[~dustri-industri yang melakukan
audit lingkungan dapat dikatego-
rikan ke dalam 3 (tiga) kategori
berdasarkan motivasi mercka me-
lakukan audit (Santosa, 2001:
283).

Katcgori pertama adalah pe-
laksanaan audit lingkungan yang
dilaksanakan karena tekanan pi-
hak pemerintah atau publik/ma-
syarakat luas, seperti halnya audit
lingkungan yang dilakukan oleh
PT. Freeport Indonesia di Timika
Provinsi Irian Jaya (perusahaan
bergerak di bidang pertambangan
emas dan tembaga).

Kategori kedua adalah pclak-
sanaan audit lingkungan dengan
tujuan untuk meningkatkan pe-
ringkat dalam Program Peringkat

AUDIT LINGKUNGAN
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Kinerja Usaha di bidang ling-
kungan (proper prokasih), seperti
halnva audit vang dilakukan per-
usahaan tekstil PT. SRT di
Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

Kategori Ketiga adalah pelak-
sanaan audit lingkungan karena
kebijakan (policy) perusahaan se-
cara sukarcla, seperti vang dila-
kukan oleh perusahaan tambang
nikel. PT. Inco di Soroako Provin-
s1 Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan audit lingkungan
di Indonesia, pada umumnya dila-
kukan karcna adanya tekanan pu-
blik/masyarakat luas dan adanva
permintaan pemerintah, bukan di-
Jakukan karena kesadaran atau
kesukarelaan. Permintaan kepada
perusahaan pada umumnya dida-
sarkan atas sengketa yang timbul
antara masyarakat dengan peru-
sahaan tertentu. Modus lainnya
adalah adanya permintaan peme-
rintah dalam upaya meningkatkan
kinerja pcrusahaan di bidang ling-
kungan untuk menghindari publi-
kasi vang dilakukan oleh Badan
Pengendalian Dampak lingkungan
Hidup (BAPEDAL) tentang kiner-
ja mereka di bidang lingkungan.
Pelaksanaan  audit lingkungan
vang dilaksanakan secara sukarela
{pure voluntary) masih terbilang
langka.

. AUDIT LENGKUNGAN BER-

DASARKAN UUPLH
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Pengaturan audit lingkungan
hidup dalam UUPLH terdapat
dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal
28 dan Pasal 29. Pasal 28 UUPLH
menyebutkan:

Dalam rangka peningkatan ki-

*nerja usaha  danfatan kegiatan,

pemerintah mendorong penang-

gung jawab usaha dan/atau ke-
giatan untuk melakukan audit
lingkungan hidup.

Penjelasan pasal ini menyata-
kan. audit lingkungan hidup meru-
pakan suatu instrumen penting
bagi penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan untuk mening-
katkan efisiensi kegiatan dan ki-
nerjanya dalam menaati persyarat-
an lingkungan hidup yang di-
tetapkan oleh ketentuan/peraturan
perundang-undangan. Dalam pe-
ngertian ini audit  lingkungan
hidup dibuat secara sukarela un-
tuk memverifikasi ketaatan ter-
hadap  peraturan  perundang-
undangan lingkungan hidup yang
berlaku, serta dengan  kebijak-
sanaan dan standar yang ditetap-
kan secara internal oleh penang-
gung jawab usaha dan/atau ke-
giatan yang bersangkutan.

Menurut Koesnadi Hardjasoe-
mantri ketentuan di atas dipahami
scbagai audit lingkungan yang
dibuat sccara sukarcla guna mem-
verifikasi ketaatan terhadap per-
aturan perundang-undangan ling-
kungan hidup yang berlaku, scrta
dengan kebijaksanaan dan standar
yang ditetapkan secara internal

oleh penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang bersang-
kutan (Hardjasoemantri, 2002;
349). Dengan memperhatikan for-
mulasi Pasal 28 UUPLH ini, maka
audit lingkungan bersifat sukarela,
sedangkan kedudukan pemerintah
hanya mendorong dan tidak me-
wajibkan.  Apabila penanggung
Jawab usaha dan/atau kegiatan
menunjukkan ketidakpatuhan ter-
hadap persyaratan  lingkungan,
maka kedudukan audit lingkungan
berubah dari sukarela menjadi
wajib.

Koesnadi Hardjasoemantri
menambahkan bahwa di dalam
prinsip-prinsip dan pedoman u-
mum  pelaksanaan audit ling-
kungan dinyatakan bahwa audit
lingkungan dilaksanakan secara
sukarela oleh penanggung jawab
usaha dan/atau Kegiatan dan me-
rupakan alat pengelolaan  dan
pemantavan lingkungan yang ber-
sifat  internal (Hardjasoemantri,
2002: 351-352). Dengan demi-
kian, audit lingkungan bukan me-
rupakan pemeriksaan resmi yang
diharuskan oleh suatu peraturan
perundang-undangan, melainkan
suatu usaha proaktif yang dilaksa-
nakan secara sadar untuk meng-
identifikasi permasalahan ling-
kungan yang akan timbul se-
hingga dapat dilakukan upaya-
upaya penccgahannya.



VLAUDIT LINGKUNGAN SEBA-

GAI SARANA PENEGAKKAN
HUKUM

Secara konseptual. menurut
Soerjono Soekanto int Jdan aru
penegakan~hukum terelan pada
kegiatan menverasixan nubungan
nilai varz terzraztxan di dalam

kaidab-na:2in wzmg mantap dan
sikep wmlix sepagal rangkaian
perfatarin o oz tahap  akhir,
LnTus mirmooriaxan, memelihara,
Zim m2mroerahankan kedamaian
- dalam

crzzozn mdup di
~onzmzeat 1Soekanto 2001: 14).

Deizm praktik terlihat bahwa
«z7zrmasilan penegakan  hukum
z-2tik pada faktor-faktor yang
~zmpengaruhinya yang mem-
cunval arti yang netral, sebagai
berikut:

1. Faktor hukum sendirt {UU}.

2. Faktor penegak hukum, yakni
pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas
yang mendukung penegakan
hukum,

4. Faktor masyarakat, yakni ling-

kungan di mana hukum ter-

sebut berlaku atau diterapkan.

Faktor kebudayaan, yakni

sebagai hasil karya, cipta, dan

rasa yang didasarkan pada
karsa manusia di  dalam
pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut, oleh

Socrjono Soekanto dipertegas se-

bagai hal yang esensi dari pene-

h
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gakan hukum, serta juga meru-
pakan tolok ukur dari efektivitas
penegakan  hukum  (Soekanto
2002: 5-6).

Penegakan hukum dapat dila-
kukan melalui penyuluhan hukum
schagai tindakan preventif mau-
pun pengawasan dan penindakan
scbagai tindakan represif. Oleh
karena itu, ditegaskan lagi oleh
Soerjono Soekante & Abduliah
bahwa hukum yang ingin dite-
gakkan harus baik dan tidak
bertentangan satu sama lain, baik
secara vertikal maupun horizontal.
Selain itu juga harus didukung
oleh aparat hukum dan sarana
yang memadai (Soekanto &
Abdullah, 1982: 228-229).

Suatu peraturan pcrundang-
undangan atau hukum dapat di-
anggap baik dari sudut berlakunya
apabila hukum tersebut dapat ber-
laku secara yurudis, sosiologis,
dan filosofis (Achmad All, 2002:
114-115). Untuk mencapai tujuan
tersebut, penegakkan hukum da-
pat dilakukan dengan perubahan
hukum {dalam hal int hukum
lingkungan). khususnya dengan
dimasukkannya masalah audit
lingkungan dalam UULPH, yang
schelumnya tidak  diatur dalam
UULH.

Pengaturan audit lingkungan
yang dalam Pasal 28 dan Pasal 29
UUPLH sangat penting sebagai
sarana penegakan hukum, khusus-
nya bagi svatu kegiatan dan/atau
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usaha yang wajib melakukan AM-
DAL, karena audit lingkungan da-
pat dijadikan alat untuk mendo-
rong dipatuhinya  pelaksanaan
Rencana Pengcelolaan Lingkungan
(RKL) dan Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL).

Agar proses audit hingkungan
dapal berjalan dengan baik dan
efektif, maka audit lingkungan
haruslah dilakukan oleh seorang
auditor lingkungan yang professi-
onal. Seorang auditor lingkungan
harus  mempunyal  pendidikan
vang sesuai dan memiliki pe-
ngalaman  professional  untuk
dapat menjalankan tugasnya.

Berkaitan  dengan kualitas
auditor lingkungan. maka John T.
Wiling mengemukakan:

Auditors should have a work-

ing knowledge of the appli-

cable regulations. This know-
ledge can be acquired in
several wavs, through cour-
ses, text-books and the review
and  application  of  audit
checklist or protocols... Audi-
tors should be familiar enough
with the regulations to be uble

1 use protocol  effectively.

And the protocols need 1o be

detailed enough to support the

audit-ors  efforts (Radjaguk-

guk & Khuraindy, 2001:419-

420),

Cameron mempertcgas kem-
bali betapa pentingnya memper-
hatikan faktor-faktor pada saat
memilih dan menentukan auditor

lingkungan. Faktor-faktor dimak-

sud adalah:

1. The auditors type and length
of experience ds an environ-
mental auditor or investigator,

2. It's previous experience in

simtilar andits,
3. The availability of personnel
to complete the audit in time,

4. The terms of the consulting

agreement with the auditor,
including the adequacy of the
consultant’s professional er-
rors and omissions insurance,
the terms of anv release and
indemnity of the consultant by
the client, and consultant con-
fidentiality,
5. Recommendations from other
clients of the auditors.
{Cameron, 1993: 83)
Beberapa organisasi prolesi
auditor lingkungan yang telah me-
nentukan persyaratan tertentu un-
tuk menjadi seorang auditor ling-
kungan, antara lain: Badan Ser-
tifikasi Auditor Lingkungan {Bo-
ard of Environmental Auditor
Certifications/BEAC) di Florida
Amerika Serikat, Assosiasi Audit
Lingkungan Kanada (Canadian
Environmental Auditing Associa-
tion/CEAA), Asosiasi Registrasi
Auditor Lingkungan di Inggris
(Environmental Auditors Regis-
tration  Association/EARA), dan
Asosiast  Pelatthan  Sertifikasi
Auditor Internasional
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